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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya 

terhadap kepentingan seksual laki-laki. Sehingga dia terpaksa harus selalu 

menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan mental. Perhatian 

dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik 

melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial, 

kebijakan sosial baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun 

lembaga-lembaga sosial yang ada.  

 

Banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi 

dari kasus-kasus itu pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu 

Pasal 281 sampai dengan Pasal 296. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana 

perkosaan yaitu Pasal 285 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun. 
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Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam 

bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi 

kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara 

politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada 

hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat 

(social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik 

kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat.
1
 

 

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat 

penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya 

korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh 

orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa 

dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini 

tentu saja mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban, 

serta berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan 

rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. 

 

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus 

perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan 

kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban 

mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini 

membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka 

                                                 
1 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002), hlm. 1-2 
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kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban 

akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. 

 

Sebagian korban tindak pemerkosaan saat ini adalah anak di bawah umur. Dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan 

terhadap anak. Masih rendahnya pidana yang diberikan kepada pelaku tindak 

pidana pemerkosaan terhadap anak tentunya sangat tidak sesuai dengan akibat 

yang diderita anak tersebut. Penderitaan tersebut akan dibawa anak korban 

pemerkosaan sampai dewasa, tidak jarang korban pemerkosaan mengalami trauma 

berkepanjangan. Apabila dilihat dari sisi lain pelaksanaan pemberian kompensasi, 

restitusi dan bantuan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana 

pemerkosaan saat ini belum berjalan sebagaimana diamanatkan Peraturan 

Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan 

Bantuan Hukum. 

 

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak 

tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana 

khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan 

untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa 

memperhatikan pula hak-hak para korban”.
2
 

 

 

                                                 
2 Andi Hamzah. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33 
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Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi 

perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling 

menghormati dan menghargai bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan 

kewajiban. 

 

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah 

penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangannya. 

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam konsepnya, terkandung 

pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam 

konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum 

pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.
3
 

 

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan 

dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh 

korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk 

ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai 

dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya 

menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu 

berlebihan. 

 

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban 

kejahatan yang lazim diberikan, antara lain pemberian restitusi dan kompensasi. 

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan 

                                                 
3 Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50 
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oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya 

yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang 

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. 

 

Menurut Stephen Schafer, terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan 

kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain: 

a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses 

perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses 

pidana. 

b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. 

c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana 

diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat 

keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. 

d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan 

didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi 

tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses 

pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, 

tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi 

yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan 

bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan 

gagal mencegah terjadinya kejahatan.
4
 

 

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus 

menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti 

yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada 

suatu lembaga yang bernama The Crime Victim’s Compensation Board. Lembaga 

ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban 

kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan 

penghasilan, dan sebagainya.
5
 

 

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti 

kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti 

                                                 
4 Arif Gosita, Op.cit, hlm. 52 
5 Ibid. 
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kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi 

hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan 

untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang 

lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti 

kerugian akan terabaikan. 

 

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Lampung dari tahun 

2013 sampai awal tahun 2014 berdasarkan data Lembaga Advokasi Perempuan 

Damar sebanyak 474 kasus. Kasus kekerasan seksual tersebut mayoritas kasus 

pemerkosaan, yaitu sebanyak 332 kasus. Kasus kekerasan seksual dan 

pemerkosaan terhadap anak terjadi di Kota Bandar Lampung antara tahun 2013 

sampai awal tahun 2014, antara lain dengan korban RI (anak usia 7 tahun), DE 

(remaja usia 14 tahun) korban pemerkosaan oleh pacarnya sendiri dan ST (remaja 

usia 15 tahun) juga putus sekolah karena mengalami tindak kekerasan seksual.
6
 

 

Contoh kasus pemerkosaan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan 

Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tahun 2012 antara lain kasus pemerkosaan 

yang dilakukan RS terhadap pembantu rumah tangganya SR yang masih berumur 

15 tahun. Majelis hakim hanya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yaitu 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan 

Negeri Tanjung Karang No. 831/Pid./Sus/2012/PN. TK. 

 

 

 

 

                                                 
6 http://m.tribunnews.com/regional/2014/05/05/474-wanita-lampung-alami-kekerasan-seksual-

dalam-setahun, diakses tanggal 30 Mei 2014 pikul 19.30 WIB 
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Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Pemberian Restitusi Kepada Anak 

Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2008 (Studi di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

 

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban 

tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 

2008? 

b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak 

sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2008? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan bidang Hukum 

Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pelaksanaan pemberian restitusi 

kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 44 Tahun 2008. Penelitian akan dilakukan pada tahun 2014 di 

wilayah hukum Kota Bandar Lampung. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban 

tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 

2008. 

b. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak 

sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2008. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini 

adalah: 

a. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya 

pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan 

pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. 

b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum 

mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 

pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk peneliti.
7
 

 

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu 

kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan 

kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih 

sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem 

peradilan pidana. 

 

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek 

yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah 

suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi 

manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan 

harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman 

gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai 

kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.
8
 

 

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan 

pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan 

                                                 
7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125 
8 Arif Gosita. Bunga Rampai Viktimisasi. (Bandung: PT. Eresco, 1995), hlm. 136 
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rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan 

dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan 

itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin. 

a. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula 

dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian 

hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan 

agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu 

malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau 

wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari 

orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu 

bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat 

mungkin tidak panik atau ketakutan. 

b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang 

tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu 

pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya 

pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru 

sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. 

Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi 

bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu 

juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk 

membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa 

terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan 

atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran 

sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban 

tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan 

kreatif. 

c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan 

psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri 

secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan 

sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi 

aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi 

invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya 

penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang 

sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana 

perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana 

perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.
9
 

 

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan 

dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh 

korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk 

                                                 
9 Arif Gosita.Op.cit, hlm. 137-139 
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ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai 

dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya 

menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu 

berlebihan. 

 

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban 

kejahatan yang lazim diberikan, antara lain pemberian restitusi dan kompensasi. 

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang 

diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti 

kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 

ketiga. 

 

Menurut Stephen Schafer, terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan 

kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain: 

a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses 

perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses 

pidana. 

b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. 

c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana 

diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat 

keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. 

d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan 

didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi 

tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses 

pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, 

tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi 

yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan 

bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan 

gagal mencegah terjadinya kejahatan.
10

 

 

                                                 
10 Arif Gosita, Op.cit, hlm. 52 
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Pelaksanaan pemberian restitusi dan bantuan hukum kepada anak sebagai korban 

tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 

sebagai upaya dari penegakan hukum efektifitasnya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang secara umum 

mempengaruhi penegakan hukum. Beberapa faktor yang dapat mendukung dan 

menghambat berjalannya proses penegakan adalah sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

menjamin pelaksanaan suatu aturan hukum; 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk 

maupun yang menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
11

 

 

 

2. Konseptual 

 

Peneliti sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahlu membuat konseptual 

mengenai permasalahan yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto
12

, kerangka 

konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris. 

 

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang 

dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap 

dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada: 2007), Hlm. 5 
12 Ibid. hlm. 124 
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a. Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 

b. Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

c. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki 

terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum 

yang berlaku melanggar.
13

 

d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut.
14

 

e. Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 

2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan adalah ganti 

kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau 

pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti 

kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk 

tindakan tertentu. 

f. Bantuan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 

2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan adalah layanan 

yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk 

bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. 

                                                 
13 Suparman Marzuki. Pelecehan Seksual. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, 1997), hlm. 25 
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 9. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, 

maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai 

berikut:  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat 

dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang 

pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang 

terdiri dari: a. Tindak Pidana Perkosaan; b. Perlindungan Terhadap Korban 

Tindak Pidana Perkosaan; dan c. Pengertian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan 

Hukum; dan d. Pengertian Anak. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis 

data yang telah didapat. 

 

 



15 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari a. 

Karakteristik Responden; b. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Anak 

Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2008; dan c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Restitusi 

Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008. 

 

V. PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum 

terkait. 

 

 

 

 


